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Hasil penelitian ini adalah Jaminan adanya kesamaan di hadapan hukum (equality before the 
law) yang secara konseptual tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang 
merumuskan “segala warna negara tidak ada kecualiannya. Peranan yang di lakukan oleh 
advokat tersebut terwujud dengan baik di antaranya, memberikan pelayanan hukum, 
memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien, dan mewakili klien. metode 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sumber penelitian adalah wawancara dengan hakim 
di pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1 B.implikasi penelitian adalah supaya lebih bisa 
meningkatkan kualitasnya dalam hal menangani perkara serta dalam memberikan informasi 
dan pelayanan administrasi mempertahankan kinerjanya yang sudah baik dalam hal pelayanan 
dan lebih profesional dalam membantu klien yang membutuhkan jasa hukumnya supaya bisa 
memberikan kepuasan kepada klien yang minta jasa hukumnya kepada advokat  




The results of this study are the guarantee of equality before the law (conceptual equality 
before the law) which is conceptually contained in the 1945 Constitution article 27 paragraph 
1 which formulates "all state colors are not exempted. The role played by the advocate is well 
realized among them, providing legal services, providing legal advice, defending the interests 
of clients, and representing clients. This research method is descriptive qualitative research 
source is an interview with a judge in Sungguminasa Religious Court class 1 B. The 
implication of the study is to better improve its quality in handling cases and in providing 
information and administrative services to maintain good performance in terms of service and 
more professional in helping clients who need legal services so they can provide satisfaction 
to clients who ask for legal services to advocate. 
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A. Pendahuluan 
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 24 ayat (1) 
menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa 
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 
pada dasarnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan 
sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system), terlebih peradilan agama secara 
konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.  
Pengadilan Agama selain memiliki kekuasaaann relatif seperti disebutkan, juga 
mempunyai kekuasaan mutlak yang berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang 
pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di kalangan golongan tertentu, 
yaitu orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Kewenangan 
kekuasaan mutlak ini diatur pada Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama. Bagi 
advokat kebebasan profesi (free profession) sangat penting, tidak sekedar demi profesi 
advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu 
terciptanya lembaga peradilan yang bebas (independent judiciary) yang merupakan 
prasyarat dalam menegakkan rule oflaw dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Namun 
kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, 
terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, ada sebagian 
masyarakat yang menganggap para advokat adalah orang yang pandai memutarbalikkan 
fakta. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena 
selalu membela orangorang yang salah, mendapat kesenangan di atas penderitaan orang 
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lain, mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, 
cemoohan yang bernada negatif. Adapun dalam hukum Islam, pemberian kuasa dikenal 
dengan istilah wakalah. Wakalah adalah seseorang menyerahkan kepada orang lain 
sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup yang mewakilkan itu, dengan cukup 
rukun-rukunnya.Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak 
semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi Manusia 
juga perlu jika sewaktu-waktu ia berhalangan untuk menyerahkan urusannya kepada 
orang lain dan melakukannya sebagai wakil darinya. Seorang suami boleh mewakilkan 
penjatuhan talak kepada orang lain dan hukum atas hal itu sama dengan penjatuhan talak 
yang dilakukan oleh dirinya (suami).  
Adapun landasan yang mendasarinya ialah penyerahan hak talak kepada orang lain 
merupakan bentuk perwakilan mutlak, sama seperti dalam hal jual beli berlaku untuk 
sementara hingga pemilik aslinya mencabut perwakilannya (yakni tidak berakhir dengan 
segera di tempat itu juga. Jika sudah seperti itu maka wakil tersebut memiliki hak untuk 
menjatuhkan talak kepada istri dari orang yang diwakilinya selama perwakilan itu belum 
di akhiri. Sekian banyak pihak yang berkepentingan dengan hukum, sebagian banyak dari 
mereka khususnya pihak suami ada yang memilih kuasa perempuan sebagai kuasa 
hukumnya saat yang bersangkutan tersangkut masalah hukum terutama ketika ingin 
mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama. Permasalahan hukumnya 
adalah apakah diperkenankan kuasa hukum mengucapkan ikrar talak di depan sidang 
Pengadilan Agama sebagai wakil dari suami. 
 
B. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi 
dari penelitian adalah metode field research kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian 
yang dilakukan peneliti secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara terhadap 
pihak-pihak yang mengetahui dan memahami atau terlibat secara langsung terhadap 
penelitian tersebut. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini ialah di laksanakan 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B. Hal yang mendasari alasan penulis memilih 
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daerah tersebut, disebabkan jarak lokasi tersebut dekat ataupun jaraknya mudah 
dijangkau, tidak terlalu banyak memakan biaya penelitian serta lokasi penelitian tersebut 
merupakan kampung halaman penulis. 
Adapun pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah, menggunakan  
a. Pendekatan Normatif (syar’i), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 
menggunakan tolak ukur agama seperti Al-qur’an, hadist, serta kaidah fiqh dan 
ushul fiqh, sebagai suatu pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang 
menjadi permasalahan, sehingga diperoleh kesimpulan selaras atau tidaknya hal itu 
dengan ketentuan syari’at. 
b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah kedudukan 
keluarga sebagai saksi dalam perkara Perceraian yang berdasarkan kepada ketentuan 
hukum yang ada di dalam perundang-undangan. 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Penerapan Undang-Undang Advokat Dalam Mewakili Klien Pada Perkara 
Ikrar Talak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kelas I B) 
Menurut Syamsu Rijal, Lahirnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat ini, akan memberikan citra yang positif bagi sarjana syari’ah. Namun 
demikian, dengan lahirnya undang undang ini bukanlah merupakan akhir sebuah 
perjuangan, melainkan sebagai awal dari sebuah tantangan yang harus dihadapi.  
Kelahiran undang undang ini tentu saja menuntut penyediaan sumberdaya 
manusia handal dan professional sesuai dengan aktualitas permasalahan hukum, 
seperti yang ditunjukkan oleh kompleksitas permasalahan persengketaan yang 
seolah-olah terkait erat dan berjalin-kelindan merangkai begitu banyak dengan 
bidang hukum.  
Profesi advokat adalah profesi luhur (officium nobile) dan tergolong jenis 
perkerjaan yang disebut “beroep” yaitu pekejaan professional berdasarkan 
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keahlian dalam bidang hukum yang diikuti oleh aturan tingkah laku (code of 
conduct) dan etika profesi. Sebagai pekerjaan yang membutuhkan keahlian, 
advokat bersifat pasif dengan menunggu seseorang atau orang yang membutuhkan 
keahlian yang ada pada advokat, advokat menyediakan jasa yang dapat atau akan 
diberikan apabila ada yang meminta Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 
2003, jasa hukum yang diberikan mencakup pengertian yang lebih luas (konsultan 
hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela 
dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Putusan hakim 
yang dijatuhkan kepada orang yang tidak didampingi oleh seorang pengacara akan 
berbeda aplikasi hukumnya jika dijatuhkan kepada pihak-pihak yang didampingi 
atau diwakili oleh seorang pengacara, karena putusan tersebut akan dikaji lebih 
jauh dan secara cepat akan berkembang menjadi pendapat hukum (yurisprudensi).  
Dalam kaitan ini, perlu disadari bahwa yurisprudensi adalah sumber hukum, dan 
disinilah peran aktif pengacara khususnya pula pengacara syari’ah sangat 
dinantikan dalam rangka membangun Hukum Islam di Indonesia terkhusus pada 
perkara perdata ikrar talak di pengadilan agama sungguminasa Hukum Islam 
sendiri kata muhammad amin bahwa sistem wakalah atau sistem pendelegasian 
kekuasaan tidak banyak berbeda dengan sistem kepengacaraan sebagaimana yang 
kita kenal dewasa ini dan terdapat peluang besar bagi sejumlah orang akan 
melakukan dan menekuni profesi tersebut sesuai dengan syariat Islam. Apabila 
suatu akad wakalah telah memenuhi rukun dan syarat yang dikemukakan di atas, 
maka akibat hukumnya adalah: Apabila wakil itu seorang pengacara, maka ia 
bebas untuk bertindak hukum sebagai wakil yang ditunjuk untuk dan atas nama 
orang yang diwakilinya.  
Uraian tentang berakhirnya wakalah secara umum dapat diberlakukan pada 
wukala’ al-da’wa (pengacara dan kuasa hukum) karena mereka sesungguhnya 
berstatus sebagai wakil dari klien. Hal ini sepatutnya menjadi pertimbangan para 
ahli hukum atau pakar hukum pada saat merumuskan undang-undang. Dengan 
kata lain bahwa Islam mengharuskan keadilan dalam bidang hukum tanpa 
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membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dan persamaan kedudukan 
bagi pihak-pihak yang berperkara, serta memberikan peluang secukupnya dan 
juga jaminan hukum untuk mengajukan alasan atau alat bukti secara langsung 
maupun melalui panasehat hukum atau kuasa hukum yang telah ditunjuk sesuai 
dengan sistem wakalah yang sudah digariskan di dalam fiqh. 
 
2. Kedudukan advokat dalam mewakili klien pada perkara ikrar talak tinjauan 
hukum Islam di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B 
Untuk profesi pada umumnya, ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu: 
pertama, prinsip agar menjalankan profesi secara bertanggungjawab, kedua, 
hormat terhadap orang lain. pengertian bertanggung jawab ini menyangkut 
pekerjaan itu sendiri atau hasilnya, dalam arti advokat harus menjalankan 
pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. selain itu 
juga dituntut tanggung jawab agar dampak dari pekerjaan yang dilakukan tidak 
merusak lingkungan hidup dengan menghormati hak orang lain. Dalam 
menangani kasus di Pengadilan agama khususnya kasus perceraian ada beberapa 
peranan yang dilakukan oleh advokat agar peranan advokat tersebut terwujud 
dengan baik diantaranya, memberikan pelayanan hukum, memberikan nasehat 
hukum, membela kepentingan klien, dan mewakili klien di muka pengadilan.  
Hal senada juga di sampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 
Haniah terkait peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara ikrar 
talak, di mana advokat dalam mendampingi klien wajib memahami aturan 
beracara di pengadilan agama karena kita ketahui bahwa ada lex specialisnya 
beracara di pengadilan agama di bandingkan dengan pengadilan negeri khusus 
kasusnya perdata.  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur 
tentang praktek pengucapan ikrar talak yakni Pasal 70 ayat 30 menyatakan 
“pelaksanaan pengucapan ikrar talak, baru dapat dijalankan setelah penetapan 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Advokat Dalam Mewakili Klien  




142 | QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020 
memperoleh kekuatan hukum tetap” Dalam melakukan wakalah harus memenuhi 
rukun dan syarat sebagai berikut; orang yang mewakilkan atau yang mempunyai 
kuasa, wakil atau yang mewakili, muwakil fih atau sesuatu yang diwakilkan 
dalam artian harus milik sendiri sesuatu yang diwakilkan tersebut, dan shigat 
lafadz mewakilkan.  
Shigat ini diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhoanya untuk 
mewakilkan, dan wakil menerimanya, tidak ada keharusan harus orang islam 
melainkan hanya tertuju kepada kecakapan orang yang menerima wakil atau 
kuasa, seperti yang dikemukakan oleh para pengikut madzhab Hambali dan 
disetujui oleh Imam Syafi’i, dimana mereka membolehkan penyerahan hal 
tersebut kepada orang lain, karna dalam hal ini berlaku perwakilan dengan ucapan 
yang mana saja, baik ia mengatakan kepada orang lain itu, “aku serahkan urusan 
istriku kepadamu ”atau“ aku berikan pilihan kepadamu mengenai talak istriku” 




Jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang secara 
konseptual tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang 
merumuskan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Apabila suatu akad wakalah telah 
memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah: Apabila wakil itu seorang 
pengacara, maka ia bebas untuk bertindak hukum sebagai wakil yang ditunjuk untuk dan 
atas nama orang yang diwakilinya. Dalam menangani kasus di khususnya pada perkara 
ikrat talak ada beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat agar peranan advokat 
tersebut terwujud dengan baik diantaranya, memberikan pelayanan hukum, memberikan 
nasehat hukum, membela kepentingan klien, dan mewakili klien. 
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